BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 396 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 419 TAHUN
2017 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

bahwa dengan adanya perubahan personil sebagai bendahara

pengeluaran, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang

Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 419

Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna  Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14
dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor
8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017
Nomor 21);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor
90);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017
Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107
Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 92);

Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2017 Nomor 112);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

16. Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2017 tentang

Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pada Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Bupati Bantul Nomor 305 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 419
Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 419 TAHUN 2017
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA  ANGGARAN, BENDAHARA  PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2018.

Mengubah untuk keenam kalinya atas Keputusan Bupati Bantul
Nomor 419 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, pada lampirannya
sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA Ditetapkan di Bantul

a.n. SEKRETARIS: DAERAH KAB. BANTUL pada tanggal, 12 Sep 2018

BUPATI BANTUL,

~ SUPARMEN, SIP. M.Hum
. -NIP. 196802081992031007

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

Ketua DPRD Kab. Bantul,

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul,

Kepala BKAD Kabupaten Bantul,

a K L b

Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



